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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, aklak mulia
serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara
(Jatmiko, 2011: 1). Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertaqgwa kepada tuhan Yang Maha Esa, beraklak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis
serta bertanggung jawab.

Departemen Pendidikan  Nasional melalui empat strategi
pembangunan bidang pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu
pemerataan kesempatan belajar, relevansi pendidikan, peningkatan mutu
pendidikan dan efisien serta efektivitas pendidikan. Tuntutan globalisasi
cenderung adanya sistem mutu yang berskala internasional bukan lagi lokal

atau nasional (Permadi, 2007: 13).



Jaminan mutu atau quality assurance merupakan tuntutan yang wajar
dari masyarakat maupun para stakeholder sekolah agar dapat menyesuaikan
diri dengan perkembangan jaman yang begitu pesat telah mempengaruhi
berbagai sendi kehidupan, bahkan telah mengikis nilai-nilai spiritual, sehingga
membuat masyarakat kehilangan identitas serta terasing dari diri, lingkungan
dan nilai-nilai moral yang dianutnya (Mulyasa, 2008: 6). Untuk itu setiap
sekolah diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan yang sebaik-
baiknya kepada peserta didiknya. Melalui penyelenggaraan proses
pendidikan yang baik, sekolah diharapkan dapat mengantarkan anak didik
menjadi manusia yang memilikai kecerdasan intelektual, emosional, sosial,
spiritual dan memiliki kecerdasan daya juang. ltulah peran utama yang
dimainkan oleh setiap lembaga pendidikan.

Manajemen pendidikan adalah manajemen pengajaran, manajemen
personalia, manajemen keuangan, sarana prasarana, manajemen humas,
kesiswaan dan layanan khusus (Musnandar, 2011: 1). Sebagai implementasi
dari paradigma manajemen pendidikan yang ada di Indonesia, Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS), masalah keuangan dan pembiayaan menjadi lebih
banyak diatur oleh lembaga pendidikan itu sendiri.

Salah satu unsur yang penting dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan
agar menjadi lembaga pendidikan yang dapat mencetak anak didik yang
lebih baik adalah segi keuangan. Manajemen keuangan sekolah sangat

penting hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan di sekolah. Ada sumber



dana yang dimiliki oleh suatu sekolah, baik dari pemerintahmaupun pihak
lain. Ketika dana dari masyarakat atau pihak ketiga lainnya mengalir masuk,
harus disiapkan sistem pengelolaan keuangan yang profesional dan jujur.
Pengelolaan secara umum sebenarnya telah telah dilakukan dengan baik oleh
semua sekolah, hanya kadar substansi pelaksanaannya yang beragam antara
sekolah satu dengan yang lainnya.

Menurut Nugraha (2009: 2) pendidikan sebagai suatu lembaga tidak
langsung menghasilkan produk, tetapi melalui usaha pemberian jasa baik
olek tenaga pengajar, administrasi maupun pengelola. Lulusan pendidikan
bukan barang yang dapat dikonsumsi bersamaan dengan waktu yang
dihasilkan dan bukan suatu yang berwujud. Output pendidikan dapat berupa
pengetahuan, ketrampilan, sikap dan akhlak yang dikehendaki dalam proses
pendidikan yang dilakukan.

Pemberdayaan personal sekolah, khususnya khususnya bagian
keuangan merupakan bagian dari manajemen sekolah. Keberhasilan
manajemen sekolah atau menunjang keberhasilan manajemen pendidikan
yang cakupannya lebih luas dalam bidang pendidikan. Berpijak dari hal
tersebut, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003
Bab XlI pasal 39 ayat 1 menyatakan bahwa administrasi, pengelolaan,
pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses

pendidikan pada saatuan pendidikan (Murniati, 2008: 37).



Dalam menjalankan pengelolaan keuangan sekolah tidak terlepas dari
manajemen pendidikan. Manajemen keuangan pendidikan tidak hanya
membahas mengenai sumber dana yang diperoleh dan digunakan untuk
mencari sumber-sumber pendanaan, tetapi untuk kelangsungan teknis.
Petunjuk teknis tentang manajemen keuangan pendidikan, khususnya
pelaporan keuangan belum di atur secara khusus. “Peran masyarakat dalam
mendukung serta mengontrol manajemen keuangan pendidikan belum jelas”
(Subastian, 2007: 1).

Pengelolaan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik
oleh semua sekolah. Hanya kadar subtansi pelaksanaannya yang beragam
antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Kebutuhan biaya sekolah
pertumbuhannya lebih cepat dari pada inflasi, sehingga sekolah menhadapi
permasalahan keuangan yang serius. Anggota Badan Sekolah, yang erdiri dari
orang-orang yang memahami masalah keuangan sekolah, menetapkan
“kurangnya dukungan keuangan” sebagai masalh utama dari permasalahan
yang mereka hadapi. Ada tiga sumber utama dukungan anggaran untuk
sekolah umum yaitu dana dari pemerintah local, state dan federal (Ruslan,
2007: 1).

Biaya pendidikan tidak dapat disamakan dengan dengan pengeluaran
uang oleh lembaga pendidikan, Dinas Pendidikan dan sekolah (Harsono,
2007: 9). Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya

yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelola



pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS yang
menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan
mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara
transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Dalam penyelenggaraan
pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat
menentukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kajian
manajemen keuangan. “Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu
sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan pelaksanaan
kegiatan belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen yang
lain” (Syarif, 2011: 1).

Masalah keuangan sangat erat hubungannya dengan pembiayaan. Itu
sendiri merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan kehidupan
suatu organisasi seperti halnya lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga
yang lain. Dalam pengertian keuangan, kegiatan pembiayan meliputi tiga hal
yaitu penyusunan anggaran (budgeting), pembukuan (accounting),
pemeriksaan (auditing) (Arikunto dan Yuliana, 2008: 317).

Demikian pentingnya peran biaya dalam perencanaan pendidikan,
monitoring maupun analisis kelayakan dan efektivitas proses pendidikan.
Dengan demikian pengelola pendidikan seyogyanya mengetahui tentang
informasi biaya pendidikan yang ada di lembaganya. Dalam arti bahwa semua
komponen pembiayaan pendidikan perlu dijabarkan dengan tepat.

Pemerintah sebagai agen pembangunan diharapkan berperan dalam



membantu meringankan biaya pendidikan, mengingat pendidikan
membutuhkan biaya yang cukup besar sedangkan sebagian besar masyarakat
hidup dalam kemiskinan. Bantuan pemerintah sangat diperlukan menjamin
proses pendidikan. “Tanpa bantuan pemerintah, cita-cita pendidikan untuk
semua kemungkinan besar hanya merupakan cita-cita yang jauh dari
kenyataan” (Paslah, 2011: 4).

Upaya pengelolaan pembiayaan di SMA Negeri Punung dilakukan
dengan dan berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, efisien dan efektif.
Berdasarkan pengamatan di lapangan diketahui bahwa kepala sekolah dan
guru menyadari sepenuhnya bahwa biaya pendidikan mempunyai peran yang
sangat penting dan menentukan kegiatan pembelajaran. Hampir semua
kegiatan membutuhkan biaya sehingga dapat dikatakan tanpa biaya, proses
pendidikan di SMA Negeri Punung tidak berdaya sama sekali. Biaya yang
diperlukan untuk menunjang kegitan pendidikan di SMA Negeri Punung
memiliki cakupan yang luas yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan
dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang, brang
ataupun tenaga (yang dapat dihargai dengan uang).

Pentingnya pembiayan di SMA Negeri Punung menuntut Kepala
Sekolah dan Guru untuk melakukan pengelolaan sumber dana pendidikan
secara efektif dan efisien. Pengelola keuangan terutama dalam
mengalokasikan penggunaan uang sudah sepantasnya dilakukan oleh

sekolah. Hal ini juga disadari oleh kenyataan bahwa sekolahlah yang paling



memahami kebutuhannya sehingga desentralisasi pengalokasian uang sudah
dilimpahkan ke sekolah. Sekolah harus diberi kebebasan untuk melakukan
kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan sehingga sumber
keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah.

Pembiayaan pendidikan di SMA Negeri Punung merupakan salah satu
factor penting bagi terlaksananya proses pendidikan yang pada gilirannya
memberikan dampak pada mutu. Namun diakui, ini tidak berarti dengan
tersedianya biaya, mutu pendidikan akan meningkat dengan sendirinya.
Mutu pendidikan merupakan fungsi dari sejumlah factor input dan proses.
Factor yang bermuatan biaya akan memberikan input terhadap mutu
pendidikan melalui pengelolaan yang efektif dan efisien.

Isu dalam pembiayaan pendidikan di SMA Negeri Punung tidak hanya
menyangkut bagaimana pendidikan itu dibiayai tetapi bagaimana biaya yang
tersedia tersebut dialokasikan. Keterbatasan biaya pendidikan dikhawatirkan
akan menurunkan mutu pendidikan. Dalam pengelolaan biaya pendidikan
diduga sering terjadi inefisiensi dan kesenjangan baik dalam menggali sumber
dana maupun dalam mengalokasikan biaya tersebut. Inefisiensi ditunjukkan
dengan besarnya kebocoran dana pendidikan. Mutu pendidikan masih dapat
ditingkatkan meskipun anggaran kecil melalui perbaikan substansi pendidikan
dan manajemen yang efisien.

Dalam hal pengelolaan keuangan SMA Negeri Punung, biaya yang

diperoleh selain berasal dari pemerintah, sekolah juga dapat menggalang



dana dari orang tua siswa ataupun masyarakat. Perencanaannya dituangkan
dalam RAPBS dan hal ini merupakan target yang harus dicapai.

Pengelolaan keuangan sekolah khususnya di SMA Negeri Punung
hingga saat ini masih menemui berbagai permasalahan, antara lain adanya
beberapa pihak yang menilai bahwa pengelolaan keuangan tidak transparan
dan tidak efisien. Selain itu ada beberapa sumber pendapatan tetapi
pengalokasian dana kurang tepat sasaran. Dilatar belakangi oleh
permasalahan tesebut di atas peneliti melakukan penelitian tentang

PENGELOLAAN PEMBIAYAAN SEKOLAH DI SMA NEGERI PUNUNG PACITAN.

. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah
“Bagaimana karakteristik pengelolaan pembiyaan sekolah di SMA Negeri
Punung Pacitan”. Fokus penelitian tersebut dibagi menjadi 2 sub fokus:

1. Bagaimana karakteristik sumber-sumber dana pendidikan di SMA
Negeri Punung?

2. Bagaimana karakteristik alokasi dan relisasi pembiayaan pendidikan di
SMA Negeri Punung?

3. Bagaimana karakteristik pertanggungjawaban dana pendidikan di SMA

Negeri Punung?



C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan sumber-sumber dana pendidikan di SMA Negeri
Punung.

2. Untuk mendeskripsikan alokasi dan realisasi pembiayaan pendidikan di
SMA Negeri Punung.

3. Untuk mendeskripsikan karakteristik pertanggungjawaban dana

pendidikan di SMA Negeri Punung.

D. Manfaat penelitian
1. Manfaat Teoritis
Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu
pendidikan di bidang manajemen keuangan.
2. Manfaat Praktis
a. Bagisekolah
Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumber pemikiran dalam
rangka penyempurnaan konsep maupun implementasi manajemen
keuangan sebagai upaya strategis dalam pengembangan kualitas
sekolah.
b. Bagi Dinas Pendidikan

Dapat diajukan sebagai acuan dalam manajemen keuangan.
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E. Daftar Istilah

Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan,
pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sumber keuangan adalah sumber dana yang diperoleh SMA Negeri
Punung, yang berasal dari pemerintah, orang tua dan masyarakat.
Keterlibatan adalah keikutsertaan kepala sekolah, guru
penanggungjawab program, orang tua yang diwakili komite sekolah
dalam merencanakan, menggunakan dan mempertanggungjawabkan
keuangan sekolah.

Penggunaan keuangan sekolah adalah pemanfaatan sumber keuangan
sekolah berdasarkan pos-pos anggaran yang telah ditentukan.
Pertanggungjawaban keuangan sekolah adalah tindakan pertanggung
jawaban keuangan sekolah (bendahara) dalam menyusun laporan
keuangan sekolah yang meliputi pertanggungjawaban penerimaan,

penyimpanan dan pembayaran dana.



